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ABSTRAK 
 

Kecamatan Prabumulih Utara merupakan salah satu basis penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Prabumulih yang Proses pemungutannya dibantu oleh pihak Kecamatan. 

Banyak permasalahan yang terjadi diantaranya rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh 

penghuninya, Tidak melaporkan atas nama yang baru ketika baru membeli rumah sehingga 

terjadi kesalahan nama, dan juga para petugas yang kurang sabar dilapangan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, jenis 

penelitian ini penelitian deskriptif. Fokus penelitian menggunakan Konsep sistem terbuka dari 

Richard Steers yang terdiri dari tiga variabel yang terdiri dari Masukkan (Input), Pengolahan 

(Proses) dan Keluaran (Output). Informan pada penelitian ini adalah Kepala UPTD Dispenda 

Kecamatan Prabumulih Utara, Camat Prabumulih Utara, Sekretaris Camat Prabumulih Utara. 

Kasi Pemerintahan Koordinator Pajak Bumi dan Bangunan, Pegawai Subbag Perencanaan, 

Pegawai Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Masyarakat (wajib pajak) 

di Kecamatan Prabumulih Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel masukkan dan 

pengolahan (Proses) sudah efektif, tetapi untuk variabel Output menunjukkan belum efektif. 

Adapun hal yang menjadi penghambat yang dihadapi antara lain kurang taat dan kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang giatnya aparat dalam melakukan 

penagihan serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat. 

Rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain meningkatkan motivasi para pemungut pajak 

bumi dan bangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya 

membayar pajak untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan, Masukkan (Input), 

Pengolahan (Proses), Keluaran (Output). 
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ABSTRACT 

 

Subdistrict of North Prabumulih is one of the basis of receipt of the Land and Building Tax in 

the City of Prabumulih whose collection process is assisted by the Subdistrict. Many problems 

occur including vacant houses left by the occupants, not reporting on behalf of the new one 

when they just bought the house resulting in a name error, and also officers who  are 

impatient in the field. This study aims to determine the effectiveness of land and building tax 

collection in the District of Prabumulih Utara, Prabumulih City. This study uses a qualitative 

method, the type of research is descriptive research. The focus of research using the concept 

of an open system from Richard Steers consisting of three variables consisting of Input 

(Input), Processing (Process) and Output (Output). The informants in this study were the 

Head of the UPTD Dispenda Sub-district North Prabumulih, the head of the North 

Prabumulih sub-district, the Secretary of the North Prabumulih Sub-District. Head of 

Government Coordinator for Land and Building Tax, Planning Sub-District Employee, 

Employee of the Technical Implementation of Land and Building Tax Collection, Community 

(taxpayer) in the District of Prabumulih Utara. The results showed that the input and 

processing variables (Process) were effective, but the Output variables showed not effective. 

As for the obstacles that are faced, among others, lack of obedience and lack of awareness of 

taxpayers in paying taxes and inadequate officials in carrying out billing as well as lack of 

strict sanctions against taxpayers who do not obey. Recommendations from the results of this 

study include increasing the motivation of land and building tax collectors and also 

disseminating information to taxpayers about the importance of paying taxes to achieve 

regional development goals. 

 

Keywords: Effectiveness, Collection, Land and Building Tax, Input (Input), Processing 

(Process), Output (Output). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pada era ditetapkannya undang-undang yang mengatur pajak daerah,maka sampai saat 

ini pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam menyelenggarakan pemungutan 

pajak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki bagian-bagian nya sendiri 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Undang-Undang tersebut diatur lah bahwa 

pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah. 

Maka jelas dengan aturan itu pemerintah daerah secara langsung diberikan tanggung 

jawab dalam mengatur keuangan mereka sendiri dan mempunyai kewenangan langsung yang 

sangat luas dalam menggali dan juga memungut potensi pendapatan asli daerah yang  ada 

pada tiap daerah yang mereka pimpin, sehingga dengan pendapatan asli daerah tersebut 

Pemerintah Daerah dapat mengatur, mengelola, dan mencukupi keuangan mereka. Menurut 

Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari 

potensi daerah itu sendiri serta juga dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber 

pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. 

Pendapatan asli daerah memiliki peran dan juga harapan penting dalam pembiayaan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan pada potensi 

yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD) maka bisa dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, oleh sebab itu salah satu 
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sumber penerimaan Pemerintah Daerah adalah pajak daerah yang dijelaskan dalam Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka 

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mencakup tentang Pajak 

Hotel, Pajak Pestoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Oleh karena itu, berdasarkan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 diatas salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan yang mana sangat dominan sekali 

terhadap pendapatan daerah, dasar Pemerintah dalam memungut pajak bumi dan bangunan 

dikarena makin banyaknya pertumbuhan permukiman perumahan masyarakat dan juga 

perkembangan penduduk yang dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi 

,dan juga berdasarkan data jumlah wajib pajaknya pun juga mengalami peningkatan  dari 

tahun ketahunnya, sehingga makin banyak juga penerimaan asli Daerah berupa pajak bumi 

dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan berdasarkan nilai suatu properti itu 

sendiri. Karena besarnya pajak bumi dan bangunan yang akan dibayarkan oleh wajib pajak 

dapat bergantung pada nilainya. Maka penilaian objek pajak bumi dan bangunan baik itu di 

pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan masyarakat itu sendiri. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pungutan atas tanah dan bangunan yang 

muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan 

yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Tetapi jika dilihat 

dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Dalam 

artian bahwa besarnya Pajak yang terutang ditentukan dari keadaan objeknya yaitu bumi dan 

bangunan. Sedangkan dalam keadaan subjeknya tidak bisa mengikut sertakan  besarnya 

barang tersebut. 
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Semenjak adanya perubahan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pajak bumi 

dan bangunan maka dalam pemungutannya pajak bumi dan bangunan diserahkan langsung 

kepada Pemerintah Daerah, maka baik buruknya kinerja Pemerintah Daerah, dalam 

pelaksanaan pemungutan tersebut sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan 

implementasi pengelolaan pajak, yang khususnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan 

pedesaan (PBB-P2) yang secara sah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah itu sendiri. 

Maka sebab itu tercapai tidaknya target/ ketetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang 

ada di dalam wilayah Daerah tersebut ditentukan oleh sejauh mana usaha-usaha yang 

dilakukan Pemerintah Daerah. 

Dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 bukan lagi 

Kantor Pelayanan Pajak, melainkan Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang ada di daerah tersebut,karena selaku pemegang tanggung jawab untuk 

mengintruksikan bawahan-bawahannya yaitu tiap-tiap Kecamatan turun ke Kelurahan dan 

dari Kelurahan memberikan SPPT PBB tersebut kepada kepala desa, RT, dan RW setempat 

yang sehingga SPPT tersebut sampai ke tangan Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Pajak bumi dan bangunan adalah suatu  Pajak  yang pelaksanaan pemungutannya saat 

ini dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap Wajib Pajak atas kepemilikan hak atas bumi 

dan bangunan yang ada di atasnya, yang nilainya diatas nilai jual objek pajak tidak kena pajak 

(NJOPTKP). Pemasukan/penerimaannya pajak bumi dan bangunan itu merupakan sumber 

penerimaan Pemerintah Daerah. Dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut 

ialah untuk pelaksanaan program-program yang telah di rencanakan oleh Kepala Daerah 

seperti untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat, yang artinya hasil ini 

sangatlah berperan yang cukup besar bagi kemakmuran rakyat dan juga kelancaran 

pembangunan di daerah yang mereka pimpin, sehingga pelaksanaaan pemungutan pajak bumi 
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dan bangunan haruslah ditangani dan dikelola lebih intensif, sehingga bisa dapat 

meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. 

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 

tidak lepas dari bantuan dan peranan Kabupaten/Kota di ruang lingkup kerja Pemerintah 

Daerah wilayah Sumatera Selatan, salah satunya ialah Kota Prabumulih yang merupakan 

salah satu Kota di Daerah Sumatera Selatan yang menjadi Kota Administratif yang dibentuk 

dan diresmikan pada tahun 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih. saat dulu sebelum dibentuknya, 

Kota Prabumulih merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, setelah diresmikan baru 

dilantiklah pada tanggal 12 November 2001 Walikota/Penjabat sementara Kota Prabumulih 

untuk memimpin dan membentuk perangkat kerja Pemerintah serta juga membentuk 

Legislatif (DPRD Kota Prabumulih). Sehingga sampai saat ini Kota Prabumulih memiliki 6 

Kecamatan, 25 Kelurahan dan 12 Desa yang dipimpin oleh Pemerintah Kota Prabumulih. 

Oleh sebab itu Kecamatan Prabumulih Utara merupakan bagian dari Pemerintahan Kota 

Prabumulih, di bagian sebelah Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Prabumulih Timur. 

Kecamatan Prabumulih Utara Terdiri dari 5 Kelurahan dengan luas wilayah 3.211,32 Ha. 

Pusat Pemerintahan Kecamatan Prabumulih Utara terletak di Kelurahan Wonosari yang 

berjarak 1 Km dari pusat Pemerintahan Kota Prabumulih. Kecamatan Prabumulih Utara 

terdiri dari 32 Rukun Warga (RW), 105 Rukun Tetangga (RT), dan lima Kelurahan yaitu 

Kelurahan Wonosari, Kelurahan Pasar I, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Anak Petai, 

dan Kelurahan Pasar II. Tabel di bawah ini merupakan target dan juga realisasi dari 

penerimanaan pajak bumi dan bangunan PerKecamatan yang ada di Kota Prabumulih tahun 

2016 s.d 2018 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kota Prabumulih Tahun 2016 dan 

Tahun 2017 

 
Kecamatan 

2016  

% 

2017  

% 

2018 

Target 
(dalam Rp) 

Realisasi 
(dalam Rp) 

Target 
(dalam Rp) 

Realisasi 
(dalam Rp) 

Target 
(dalam Rp) 

Realisasi 
(dalam Rp) 

% 

 

Prabumulih 
Timur 

 
2.368.079.183 

 
950.266.174 

 
30,52 

 
2.605.637.515 

 
1.003.620.430 

 
40,13 

 

2.635.175.162 

 

1.338.560.221 

 

42,02 

 

Prabumulih 

Barat 

 
315.924.767 

 
95.354.001 

 
26,32 

 
374.141.693 

 
98.469.267 

 
30,18 

 

421.178.645 
 

135.441.012 
 

31,05 

 
 

Prabumulih 
Selatan 

 
 

323.281.277 

 
 

96.302.708 

 
 

28,47 

 
 

338.830.471 

 
 

117.626.315 

 
 

36,32 

 

340.000.000 

 

220.751.233 

 

40,21 

 

Prabumulih 

Utara 

 
807.435.540 

 
446.948.336 

 
59,85 

 
819.611.641 

 
469.178.634 

 
62,85 

 

837.562.655 
 

539.934.449 
 

64,46 

 

Cambai 
 

551.490.692 

 
175.712.241 

 
30.86 

 
603.781.885 

 
186.306.611 

 
31,92 

 

650.450.411 
 

276.331.711 
 

44,17 

 

Rambang 
Kapak 
Tengah 

 
 

155.169.913 

 
 

35.231.777 

 
 

20,18 

 
 

178.169.913 

 
 

38.202.005 

 
 

22,71 

 

192.233.343 

 

56.452.441 

 

26,41 

Sumber : Kepala subbagian Keuangan Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 

Kota Prabumulih 

 

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Prabumulih Utara merupakan Kecamatan yang 

mendapat predikat tertinggi dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari 4 Kecamatan 

lainnya dengan presentase realisasi pada tahun 2018 senilai 64,46%. Kecamatan ini sangatlah 

selektif dan intensif dalam mengawasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, serta selalu 

melakukan koordinasi kepada Lurah, RT, RW, Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya 

untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar taat dan tepat waktu dalam membayarkan 

Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut Kecamatan 

Prabumulih Utara mendapatkan hasil yang memuaskan dari 4 Kecamatan lain yang jauh 

dibawah target ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Karena dengan dilakukannya sikap yang 

sangat selektif oleh tim bagian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Prabumulih Utara diperoleh lah hasil yang baik, karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

menduduki peringkat pertama dalam Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Prabumulih. 
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Sehingga dalam hal ini pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan faktor utama dalam 

pelaksanaan program pembangunan serta juga kesejahteraan bagi masyarakat di Kota 

Prabumulih yang bersumber dari pendapatan asli daerah, begitu juga Kecamatan Prabumulih 

Utara, yang mana selalu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan (PBB), sehingga Kecamatan ini sangat sering dalam melakukan sosialisasi 

tentang pajak bumi dan bangunan yang biasanya sosialisasinya dipimpin langsung oleh camat 

dan akan dilakukan koordinasi-koordinasi kepada Kelurahan dan juga Pemerintah 

Desa/Kepala Desa setempat yang ada diruang lingkup kerja Kecamatan Prabumulih Utara. 

Maka dengan dilakukannya/dilaksanakannya upaya-upaya seperti di atas tadi dapat 

diperoleh lah sebuah hasil yang cukup memuaskan bagi Kecamatan ini, sehingga Kecamatan 

ini bisa mendapatkan peringkat paling atas dari Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kota 

Prabumulih. hal ini sangatlah diapresiasikan sekali oleh Kecamatan Prabumulih Utara yang 

mana juga berkat bantuan masyarakatnya yang sudah mulai sadar dan taat akan kewajiban 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga bisa memperoleh hasil yang sangat baik. 

Berdasarkan hasil observasi penulis maka didapatkan sebuah data tentang jumlah wajib pajak 

dan juga data tentang hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih 

Utara pada Tahun 2016 s.d 2018 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Prabumulih Utara dari Tahun 2016 

sampai Tahun 2018 

 
 

Tahun 

Target Realisasi  

% 

Realisasi 
 

Wajib 

Pajak 

 

Ketetapan 

(Rp) 

 

Wajib 

Pajak 

 

Realisasi 

(Rp) 

 

2016 
 

5.247 
 

807.435.540 
 

3.301 
 

446.948.336 
 

59,85 

 

2017 
 

6.233 
 

819.611.641 
 

4.001 
 

469.178.634 
 

62,85 

2018 6.587 837.562.655 4.762 539.934.449 64,46 

Sumber: UPT PBB Kecamatan Prabumulih Utara 



7 
 

 

Dapat dilihat bahwa berdasarkan data di atas pada tahun 2018 Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Prabumulih utara mengalami peningkatan dari Tahun 2016 dengan 

nilai target sebesar Rp 837.562.655 dan nilai realisasi sebesar Rp 539.934.449 dengan 

presentase 64,46 %. Akan tetapi berdasarkan data di atas serta juga wawancara dengan pihak 

Kecamatan nya bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemungutan pajak bumi dan 

bangunan, yaitu masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan serta belum mengerti juga akan pentingnya pajak bumi dan bangunan, dan juga 

masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat atau bandel yang saat dilakukannya mekanisme 

penagihan mereka malah pura-pura tidak tahu dan juga beralasan lembar SPPT mereka belum 

sampai pada mereka hal inilah yang sering menghambat gerak petugas,dengan masalah yang 

ada hal inilah yang menjadi faktor penghambat belum bisanya pajak bumi dan bangunan di 

Kecamatan Prabumulih Utara mencapai 100% sesuai target dan realisasinya. Di lihat dari 

masalahnya yaitu masih terdapatnya permasalahan yang ada untuk itu penulis tertarik 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang digunakan dimaksud kan untuk mengatasi masalah- masalah yang 

ingin dibahas oleh peneliti, serta diharapkan dapat membuat penelitian ini, menjadi lebih 

fokus pada rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan 

Prabumulih Utara Kota Prabumulih ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan di 

Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan 

yang dilakukan oleh Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. 

2. Untuk melihat dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota 

Prabumulih. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam Bidang 

Ilmu Administrasi Negara dan juga sebagai bahan kajian teoritis khususnya dalam 

konsentrasi Ilmu Keuangan Negara. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Kecamatan 

Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam upaya pelaksanaan pemungutan pajak bumi 

dan bangunan yang ada di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. 
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